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ABSTRAK

IMAM IBNU YAZID (B011181027) dengan Judul “Analisis Yuridis
Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia Sebagai Bentuk
Usaha Pelaksanaan Kewajiban dalam Paris Agreement”. Di bawah
bimbingan Juajir Sumardi sebagai Pembimbing Utama dan Kadarudin
sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum
tentang energi baru dan terbarukan di Indonesia dan untuk mengetahui
kebijakan energi baru dan terbarukan di Indonesia dapat dikategorikan
sebagai bentuk usaha pelaksanaan kewajiban dalam Paris Agreement.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum
normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan
hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum
sekunder, yaitu jurnal, literatur buku maupun laporan penelitian ilmiah
yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan hukum tersier, yaitu
artikel serta literatur dalam internet sebagai data pendukung dalam
penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara
kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Pengaturan tentang energi
baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia saat ini masih bersifat sektoral
yang artinya tersebar ke berbagai jenis peraturan perundang-undangan
yang ada dan berlaku di Indonesia. 2) Indonesia sebagai salah satu
negara anggota dari Paris Agreement telah menetapkan komitmen untuk
mengurangi emisi GRK dalam dokumen NDC melalui mitigasi dari
beberapa sektor salah satunya adalah energi dimana salah satu aturan
pelaksanaannya adalah Permen ESDM RI No. 22 Tahun 2019, selain itu
Indonesia juga sedang mempersiapkan RUU EBT untuk sentralisasi
pengaturan tentang EBT serta memperjelas bentuk usaha pemerintah
Indonesia dalam menurunkan emisi GRK melalui sektor EBT.

Kata Kunci: Energi Baru dan Terbarukan, Kebijakan, Paris Agreement.
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ABSTRACT

IMAM IBNU YAZID (B011181027) entitled “Legal Analysis of
Renewable Energy Policy in Indonesia as a Form Effort of Fulfillment
Obligations to the Paris Agreement”. Supervised by Juajir Sumardi and
Kadarudin.

This study purpose to determine regulations related to renewable
energy in Indonesia and whether Indonesia's renewable energy
regulations can be categorized as a form of effort to fulfill obligations under
the Paris Agreement.

The method used in this research is normative legal research using
the statutory approach and conceptual approach. This study uses primary
legal materials, namely statutory regulations. As for the secondary legal
materials which used in this study are literatures that related to this
research which are journals, books and research reports related to this
research. As well as for the tertiary legal materials that used in this study
are articles along with literatures on the internet as supporting data. All the
legal materials were qualitatively analyzed and presented descriptively.

The results of this study are as follows, 1) Regulations related to
renewable energy (RE) in Indonesia are still sectoral, which means that
the regulations spread to various types of laws and regulations that exist
and apply in Indonesia. 2) As a member country of the Paris Agreement,
Indonesia has committed to reducing Greenhouse Gases (GHG)
emissions in the NDC document through mitigation from several sectors,
one of which is energy. Where one of the implemented regulations related
to energy is Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources
No. 22 Year 2019, Indonesia is also preparing the draft of RE Law to
centralize regulations on RE and clarify the form of the Indonesian
government's efforts to reduce GHG emissions through the RE sector.

Keywords: Renewable Energy, Policy, Paris Agreement.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia dan lingkungan berjalan saling berdampingan
dan tidak akan pernah lepas. Hal tersebut dikarenakan kehidupan
manusia sangat bergantung pada keberadaan lingkungan yang
menyediakan berbagai macam kebutuhan untuk kehidupan manusia.
Dengan berkembanganya ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah
memudahkan manusia untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang
telah disediakan oleh lingkungan. Hal demikian sangatlah penting
mengingat pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara
berlebihan sangat berpotensi merusak lingkungan.*

Pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia haruslah dilakukan
dengan sebijak mungkin agar tidak merusak lingkungan itu sendiri. Sejak
dimulainya revolusi industri telah meningkatkan konsentrasi dari gas
rumah kaca (GRK) terutama yang memiliki kaitan dengan aktivitas
manusia. Dalam lima puluh tahun terakhir, perkembangan dari gas-gas
rumah kaca seperti gas karbon dioksida, metana, nitro oksida dan gas
rumah kaca yang lain dalam atmosfer telah meningkat dengan sangat

cepat dalam beberapa dekade ini.?

! Suparto Wijoyo, A’an Efendi, 2017, Hukum Lingkungan Internasional, Sinar
Grafika, Jakarta, him. 1.

2 Waluyo Eko Cahyono, “Pengaruh Pemanasan Global Terhadap Lingkungan
Bumi”, Jurnal Berita Dirgantara, Vol. 8, No. 2, Juni 2007, him. 28.




Salah satu efek yang dihasilkan dari gas rumah kaca adalah
pemanasan global yang dimana selama dua dekade terakhir telah
menyebabkan munculnya berbagai penyakit yang dapat menyebar
dengan cepat dikarenakan adanya perubahan suhu bumi yang signifikan.
Sehingga dengan adanya perubahan dari temperatur suhu bumi telah
mengakibatkan terjadinya perubahan iklim di dunia atau biasa disebut
juga Climate Change yang telah menyebabkan berbagai dampak negatif
seperti mencairnya es yang ada di daerah kutub bumi, kenaikan air laut,
serta kenaikan panas bumi sebesar 50% yang disebabkan oleh gas
karbon dioksida (CO2) dan gas-gas lainnya.?

Hukum internasional hadir dengan tujuan untuk mewadahi
kerjasama antar negara-negara untuk mengatasi masalah bersama, mulai
dari memelihara perdamaian untuk melindungi lingkungan, penyelesaian
masalah tersebut tergantung pada keputusan negara untuk menyusun
dan menerima kewajiban hukum secara sukarela, baik dengan membuat
perjanjian atau dengan terlibat dalam praktik umum yang mengarah pada
munculnya aturan kebiasaan internasional. Dengan semakin
meningkatnya permasalahan lingkungan yang terjadi hingga saat ini
merupakan salah satu alasan dari munculnya kesadaran-kesadaran dari
masyarakat internasional untuk memfokuskan perlindungan dan perbaikan
lingkungan merupakan isu utama yang mempengaruhi kesejahteraan

masyarakat dan pembangunan ekonomi di seluruh dunia. Hal tersebut

3 .
Ibid.
4 Alexandre Kiss, Dinah Shelton, 2007, Guide to Internatiional Environmental
Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, him. 2.



merupakan keinginan yang mendesak masyarakat internasional dan
menjadi tugas wajib untuk semua pemerintah di seluruh dunia.®

Pada tahun 1992 diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, yang menghasilkan Konvensi Kerangka
Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim atau biasa
juga disebut United Nations Framework Convention on Climate Change,
(UNFCCC). Konvensi perubahan iklim ini memiliki tujuan untuk
menstabilisasi konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat
yang tidak membahayakan sistem iklim. Tingkat konsentrasi yang
dimaksud harus dapat dicapai dalam satu kerangka waktu tertentu
sehingga memberikan waktu yang cukup untuk ekosistem dalam
beradaptasi terhadap perubahan iklim dan menjamin produksi pangan
serta pembagunan ekonomi dapat terus berjalan secara berkelanjutan.®

UNFCCC memiliki beberapa bagian-bagian yang ditujukan untuk
pengendalian perubahan iklim yang terjadi. Salah satu bentuk dari fungsi
tersebut adalah adanya Conference of the Parties (COP) atau Pertemuan
Para Pihak. Selain itu ada juga Conferences of the Parties serving as
meeting of parties to the Kyoto Protocol (CMP) dimana kedua fungsi
tersebut merupakan organ dalam pengambilan keputusan tertinggi.” Pada
pelaksaaan COP ke 21 yang diselenggarakan pada tahun 2015 di Paris,

menghasilkan sebuah perjanjian yaitu Perjanjian Paris atau Paris

® Vide, Stockholm Declaration 1972.

® Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2016, Perubahan Iklim,
Perjanjian Paris dan Nationally Determined Contribution, Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, Jakarta, him. 9.

" Ibid.



Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate
Change yang merupakan sebuah bentuk kerangka perjanjian yang dibuat
dan membahas tentang perubahan iklim yang kemudian menjadi
komitmen Negara-Negara yang terikat dalam perjanjian.

Paris Agreement juga merupakan lanjutan dan penyempurna dari
Kyoto Protocol dalam hal mengatasi perubahan iklim yang terjadi, dimana
negara-negara pihak termasuk Indonesia diharapkan dapat menahan
peningkatan dari pemanasan global dibawah 2 C dan menekan kenaikan
suhu temperatur bumi ke 1,5°C.% Hal tersebut sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 5 Paris Agreement yang mendorong negara-negara pihak
yang terikat untuk menerapkan dan mendukung kerangka kerja yang
didasarkan pada perjanjian untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang
berkaitan dengan reducing emission from deforestation and forest
degradation serta konservasi dan pengelolaan hutan yang di dasarkan
pada prinsip keberlanjutan.’

Indonesia merupakan salah satu negara yang anggota dalam Paris
Agreement setelah melakukan ratifikasi perjanjian pada tanggal 22 April
2016 di New York sebagaimana telah tertuang di dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris
Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate

Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Perserikatan

® Dir/ektorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Loc. Cit.

° Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Komitmen Indonesia Dalam Pengendalian Perubahan Iklim,
http://ditienppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/tentang/amanat-perubahan-iklim/komitmen-
indonesia. Diakses pada 8 April 2022.



Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Sebagai negara yang
meratifikasi Paris Agreement, Indonesia diharapkan melaksanakan
komitmen dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan terlibat
aktif dalam mencegah perubahan iklim.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari Paris Agreement, Indonesia
kemudian melakukan upaya kontribusi nasional yang tertuang dalam
Nationally Determined Contribution (NDC) yang memuat aspek mitigasi
serta adaptasi yang ditetapkan dan akan dijalankan secara berkala. Pada
periode pertama Indonesia menargetkan akan mengurangi emisi sebesar
29% melalui upaya sendiri dan target tersebut dapat meningkat sebesar
41% jika mendapat bantuan atau kerjasama internasional atau disebut
juga skenario business as usual pada tahun 2030.'° Pada aspek mitigasi
khususnya di sektor energi, Indonesia telah menentukan kebijakan bauran
energi dalam kebijakan energi nasional mengenai pengembangan sumber
energi bersih. Secara kolektif kebijakan tersebut akan menempatkan
Indonesia ke arah jalur dekarbonisasi.

Indonesia juga menetapkan ambisi untuk melakukan transformasi
di tahun 2025 dan 2050 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam
peraturan tersebut ditetapkan bahwa target capaian Energi Baru dan

Terbarukan (EBT) pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan pada tahun

1%vide, First Nationally Determined Contibution Republic of Indonesia, November
2016.



2050 paling sedikit 31%." Kemudian dalam siaran pers yang dilakukan
oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai
COP ke 26 yang baru saja dilaksanakan di Glaslow, United Kingdom,
Menteri ESDM menyampaikan terkait persoalan lingkungan dan
ketegasan dalam menjalankan misi untuk mencapai Net Zero Emission
(netralitas karbon) dan penurunan emisi membutuhkan daya dukung
transisi energi sehingga dapat membuka ruang pemanfaatan energi baru
dan terbarukan yang optimal.*? Upaya tersebut tentunya ditempuh oleh
Indonesia demi mencapai target penurunan emisi dan Net Zero Emission
(netralitas karbon) yang diproyeksikan akan tercapai di tahun 2060 atau
bahkan lebih awal.

Indonesia juga memiliki komitmen dengan turut andil dalam
menanggulangi perubahan iklim, salah satunya dengan transisi energi
melalui perumusan kebijakan-kebijakan di bidang energi baru dan
terbarukan. Transisi Energi ini juga telah tertera di dalam dokumen NDC
Indonesia pada aspek mitigasi yang kemudian akan di implementasikan
oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Meskipun telah ada beberapa proyeksi yang dirancang dan
ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada sektor energi baru dan
terbarukan, tentu diperlukan perhatian khusus terhadap pembuatan serta

penerapan aturan hukum di bidang energi baru dan terbarukan agar dapat

11 .
Ibid.
12 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Siaran
Pers No: 389.Pers/04/SJ1/2021, Diakses 10 April 2022.



sejalan dengan target yang diamanatkan oleh Paris Agreement. Sehingga
hal tersebut yang kemudian mendasari Penulis untuk menyusun skripsi
dengan judul “Analisis Yuridis Kebijakan Energi Baru Dan Terbarukan
Di Indonesia Sebagai Bentuk Usaha Pelaksanaan Kewajiban Dalam

Paris Agreement”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, maka dapat
dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang energi baru dan terbarukan
di Indonesia?
2. Apakah kebijakan energi baru dan terbarukan di Indonesia dapat
dikategorikan sebagai usaha pelaksanaan kewajiban dalam Paris

Agreement?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang energi baru dan
terbarukan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kebijakan energi baru dan terbarukan di Indonesia
sebagai bentuk usaha dalam melaksanakan kewajiban Paris

Agreement.



D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis
ataupun dari segi praktis, sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini  diharapkan dapat memberikan ilmu
pengetahuan dan memberikan tambahan wawasan dan pemikiran
khususnya di bidang hukum internasional dan hukum lingkungan
internasional. Selain itu diharapkan juga dapat menambah literatur
kepustakaan dengan ilmu terkait.
2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan dan manfaat kepada individu, masyarakat, praktisi, peneliti lain,
atau pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan terkait hukum
internasional khususnya di bidang hukum lingkungan internasional. Selain
itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas
mengenai pengaturan hukum terhadap energi baru dan terbarukan di

Indonesia dan kaitannya terhadap pelaksanaan Paris Agreement.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Kebijakan Energi Baru
Dan Terbarukan Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelaksanaan Kewajiban
Dalam Paris Agreement” yang penulis angkat adalah asli dilakukan oleh
penulis dengan melihat isu hukum yang saat ini berkembang dan

dilakukan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum terkait.



Sebagai perbandingan, terdapat beberapa penelitian yang memiliki
kemiripan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Listrik Dari Panas Bumi” yang ditulis
pada tahun 2011 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Indonesia atas nama M. Hafizh Alfath. Dalam penelitian tersebut
membahas mengenai pengaturan energi panas bumi di Indonesia dan
pemanfaatannya. Sedangkan penulis membahas mengenai energi
baru dan terbarukan secara umum tidak sebatas energi panas bumi
saja, serta membahas mengenai kebijakan energi baru dan terbarukan
dalam kaitannya dengan komitmen Indonesia dalam pelaksanaan
kewajiban Paris Agreement.

2. Penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Politik Hukum
Pengaturan Izin Pemanfaatan Panas Bumi Dalam Pemanfaatan Tidak
Langsung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017” yang ditulis pada tahun
2017 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas
nama Fadhil Saputra. Penelitian tersebut membahas mengenai
bagaimana politik hukum pengaturan izin pemanfaatan panas bumi
beserta akibat yang ditimbulkan dari Izin Panas Bumi. Sedangkan
penulis membahas mengenai pengaturan hukum energi baru dan
terbarukan di Indonesia secara umum.

3. Penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Komitmen Indonesia Terkait

Implementasi Paris Agreement Pada COP (Conference of The Parties)



21 Paris” yang ditulis pada tahun 2018 oleh Mahasiswa Fakultas limu
Sosial dan llmu Politik Unversitas Bosowa Makassar atas nama Sitti
Nurbaya Ali. Penelitian tersebut membahas secara umum tentang apa
saja kebijakan Indoneia terkait implementasi Paris Agreement dari
hasil COP 21 Paris. Sedangkan penulis membahas secara spesifik
mengenai kebijakan energi baru dan terbarukan dalam kaitannya
dengan pelaksanaan kewajiban dalam Paris Agreement.

. Penelitian skripsi yang berjudul “Konsekuensi Hukum Bagi Indonesia
Tentang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Pasca Ratifikasi Paris
Agreement” yang ditulis pada tahun 2018 oleh Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya atas nama Indra Adi Permana Girsang.
Penelitian tersebut membahas mengenai konsekuensi dan langkah-
langkah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan
menahan laju perubahan iklim di Indonesia. Sedangkan penulis
membahas upaya Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca
dan laju perubahan iklim spesifik ke dalam sektor energi baru dan

terbarukan.

. Metode Penelitian

. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
menggunakan jenis penelitian hukum normatif (research in law).
Dimana penelitian normatif difokuskan pada metode kajian tertulis

yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-
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undangan, putusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum,
prinsip-prinsip hukum, dan hasil karya ilmiah dari para sarjana hukum
atau ahli hukum. Oleh karena itu penelitian normatif sangat berkaitan
dengan studi kepustakaan (library research).

2. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan
perundang-undangan yang memliki keterkaitan dengan permasalahan
(isu hukum) yang sedang dihadapi dan akan dibahas.'* Dalam
pendekatan ini menekankan untuk menggunakan serangkaian
peraturan perundang-undangan sebagai landasan dan juga tolak ukur
dalam melakukan penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggunakan
analisis dalam memberikan sudut pandang terhadap penyelesaian
permasalahan dalam penelitian hukum dengan melihat aspek-aspek
konsep hukum yang menjadi latar belakang atau melihat nilai-nilai
yang terkandung dalam peraturan dalam keterkaitannya dengan

konsep yang digunakan.*®

3 Jrwansyah, 2020, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel,
Mirra Buana Media, Yogyakarta, him. 98.

“ Ibid, him. 133-134,

' Ibid, him. 146.
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3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan
bahan hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan dan
tujuan dari penelitian. Berikut ini merupakan bahan hukum yang
digunakan:
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari
beberapa peraturan hukum seperti perundang-undangan, catatan-
catatan atau risalah-risalah resmi dalam pembuatan atau pembentukan
undang-undang dan putusan-putusan hakim.®
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri
dari publikasi-publikasi hukum berupa buku-buku yang membahas
permasalahan hukum termasuk juga didalamnya skripsi, tesis, dan
disertasi hukum, selain itu terdapat juga kamus hukum, jurnal hukum,
dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.’
c. Bahan Tersier

Bahan tersier merupakan bahan yang memberikan informasi

terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa

6 peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana Persada Media
Group, Jakarta, him. 12,
7 zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, him. 54.
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kamus hukum, bahan seminar, media massa internet’® dimana
dipergunakan untuk menunjang penelitian ini.
4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis
kualitatif. Analisis kualitatif tidak mengunakan perhitungan angka-
angka (kuantitatif) tetapi disajikan dengan penggambaran dan
argumentasi terhadap pendekatan yang digunakan sehingga
memperoleh hasil argumerntasi yang komprehensif berdasarkan

dengan bahan hukum yang dianalisis.

18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, him. 13-14.
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